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Abstrak 
Fleksibilitas tempat kerja (Flexible Working Space/FWS) merupakan alternatif pola bekerja baru 

yang lahir ketika Pandemi Covid 19 melanda. FWS tidak hanya diberlakukan oleh instansi swasta 

tetapi juga pemerintah seperti di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian 

Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan 

bagaimana implementasi Fleksibilitas Tempat Kerja memiliki dampak pada capaian kinerja 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penelitian ini akan menyandingkan data yang berasal 

dari laporan kinerja DJBC dari rentang tahun 2018 di saat sebelum FWS diberlakukan sampai 

dengan tahun 2022. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan hasil wawancara, studi pustaka 

dan dokumen resmi terkait lainnya. Data yang dihimpun dianalisis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Hasilnya, penerapan fleksibilitas tempat kerja mengantarkan DJBC pada 

Nilai Kinerja Organisasi dengan predikat istimewa. Salah satu indikator kinerja yang berperan 

adalah capaian realisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Hal ini dibuktikan 

dengan realisasi capaian yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan 

demikian, menunjukkan bahwa kinerja organisasi tidak berdampak buruk karena adanya 

implementasi fleksibilitas tempat kerja di DJBC. 

 

Kata Kunci: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Flexible Working Space; Kinerja Organisasi 

 

Abstract 
Flexible Working Space (FWS) is an alternative to new working patterns that began to be widely 

applied since the Covid 19 Pandemic. FWS is implemented by private agencies and the 

government, such as the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) of the Ministry of 

Finance. Therefore, this study intends to explain how implementing Workplace Flexibility 

impacts the performance achievements of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). 

This research will juxtapose data from DGCE performance reports from 2018 to 2022. Interviews, 

literature studies, and other official documents support this research. The collected data were 

analyzed using a qualitative descriptive method. The result is that implementing flexible working 

space has led DJBC to achieve an Excellent Predicat of Organizational Performance Value. Either 

performance indicator with a significant role is the realization of state revenue in customs and 

excise. This is proven by realizing achievements that continue to increase yearly. Thus, it shows 

that organizational performance does not have a negative impact due to the implementation of 

Flexible Working Space at DJBC. 
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Pendahuluan  

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020 memberlakukan berbagai 

pembatasan salah satunya adalah mobilitas masyarakat. Hal ini tentunya membawa 

dampak perubahan di berbagai sektor termasuk sektor pemerintahan di Indonesia. Untuk 

itu organisasi termasuk instansi pemerintah perlu menemukan pola kerja baru yang 

mengakomodasi kebutuhan pegawai dengan tetap mengutamakan tujuan organisasi. 

Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah adanya penyesuaian pola kerja dalam di 

institusi atau organisasi Kementerian atau Lembaga (Arquisola et al., 2022; Azizah & Sri 

Wahyuningsih, 2020; Jeffrey Hill et al., 2008). Pola kerja baru tersebut dikenal dalam 

konsep Flexible Work Arrangements (FWA) yang kemudian dapat diturunkan salah 

satunya dengan Flexible Working Space (FWS)  (Ahmad et al., 2022; Danilova et al., 

2023; Jeffrey Hill et al., 2008; Pillai & Prasad, 2023; Sekhar & Patwardhan, 2023) 

Pengaturan kerja fleksibel didefinisikan secara formal sebagai alternatif kerja 

yang memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dapat selesai di luar batas spasial atau 

temporal secara tradisional dari hari kerja standar. Organisasi memberikan opsi 

pengaturan pola kerja fleksibel dengan asumsi dapat membantu keseimbangan hidup 

pegawai. Asumsi tersebut didasari karena konsep ini menawarkan peningkatan 

fleksibilitas temporal yaitu ketika pekerjaan dilakukan atau fleksibilitas spasial terkait di 

mana pekerjaan dilakukan (Rau & Hyland, 2002). 

Perlu dipahami bahwa Flexible Working Space (FWS) tidak selalu identik dengan 

pembahasan seputar bekerja dari rumah (Work from Home) saja (Azizah & Sri 

Wahyuningsih, 2020). FWS merupakan sebuah sarana yang sangat fleksibel sehingga 

bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, sesuai kebutuhan dan kondisi yang mendukung 

pelaksanaan pekerjaan. Ruang kerja fleksibel menawarkan konsep fleksibilitas yang lebih 

besar bagi penggunaanya dengan area atau lokasi dilaksanakannya FWS serta difungsikan 

untuk berkolaborasi dengan jejaring yang lebih luas.  

Flexible Working Space (FWS) mulai diterapkan oleh Kementerian dan Lembaga 

pemerintahan di Indonesia sebagai penyesuaian pola kerja baru. Salah satunya adalah di 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan, yang mengemban 

tugas strategis di sektor Kepabeanan dan Cukai. Pelaksanaan fleksibilitas tempat kerja 

atau Flexible Working Space (FWS) ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan 

(KMK) Nomor 223/KMK.01/2020 yang ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2020. Penerapan 

fleksibilitas tempat bekerja ditujukan untuk membuat organisasi di bawah naungan 

Kementerian Keuangan lebih lincah dan adaptif dalam segala situasi. FWS diwujudkan 

dalam tiga bentuk, yaitu Ruang Kerja Bersama berdasarkan konsep activity-based 

workplace, Work from Home (WFH) dan Work from Homebase (WFHb), serta tempat 

lain di luar kantor dengan fasilitas pendukung. Konsep Fleksibilitas tempat kerja ini juga 
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dibarengi dengan beberapa konsep lain seperti Mobile Working yang mengedepankan 

penyelesaian tugas dengan pemanfaatan teknologi yang bisa dilakukan dimana saja tanpa 

terikat waktu dan tempat. Kementerian Keuangan menyebutkan kebijakan FWS ini 

merupakan terobosan dalam kerangka New Thinking of Working (NTOW) 

(https://www.beacukai.go.id/berita/peresmian-activity-based-workplace-bedelew-.html)  

Pelaksanaan FWS dimungkinkan dengan adanya perkembangan teknologi 

informasi (Afrizal et al., 2023; Dammak et al., 2023; Garcia-Rio et al., 2023; Jiang, 2023; 

Kassen, 2023; Rohmat & Elisanti, 2021). Dengan teknologi yang tersedia sekarang, 

bekerja dari rumah dapat menguntungkan bagi kinerja organisasi maupun pegawai. Hal 

ini dapat terwujud jika organisasi mengembangkan strategi untuk bekerja jarak jauh 

berdasar pengalaman yang diperoleh dari situasi saat ini, didukung dengan tindakan 

pimpinan di berbagai tingkatan (Danilova et al., 2023).  

Pada sektor pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan 

dalam pelayanan publik dikenal sebagai e-government (Younus et al., 2023; Zou et al., 

2023). Pelayanan yang menggunakan aplikasi berbasiskan teknologi sistem informasi 

tersebut dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasiskan Elektronik atau disingkat 

dengan SPBE(Choirunnisa et al., 2023; Firdaus et al., 2021).  

Untuk itu, Kemenkeu telah mengembangkan berbagai fitur disiapkan dan padu 

dalama aplikasi Satu Kemenkeu melalui laman https://satu.kemenkeu.go.id/home. Fitur 

ini mengintegrasikan berbagai aplikasi yang menunjang e-government di Lingkup 

layanan kementerian keuangan. Selain itu juga dikembangkan layanan publik lainnya. 

Dengan demikian, perkembangan teknologi merupakan momentum yang turut 

mendorong perkembangan organisasi (Istianda et al., 2015). Semakin cepat 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kegiatan yang dilakukan organisasi 

akan didominasi dengan sarana dan prasarana telecommuting, fasilitas internet, 

persuratan paperless, dan lain-lain. Persepsi manusia tentang ruang, jarak dan waktu akan 

berubah, sehingga terdapat konsekuensi mengenai perubahan organisasi dalam hal 

kebijaksanaan jam kerja, seperti flexi time, job sharing, dan perhatian pada hubungan 

manusia dan mesin, termasuk kebutuhan pemahaman yang lebih mendalam terkait 

hubungan antara kondisi tempat bekerja dengan produktivitas para pegawai.  

Berdasarkan definisi dari para ahli yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa Flexible Working Space ialah sebuah pola bekerja baru bagi pegawai dengan cara 

diberikan fleksibilitas lokasi kerja dalam waktu tertentu dengan memanfaatkan teknologi 

informasi komunikasi guna menjaga pegawai agar tetap produktif dan terus 

meningkatkan kinerja serta menjamin keberlanjutan tugas dan fungsi organisasi terus 

dapat dilaksanakan. 

Bekerja jarak jauh yang efektif akan meningkatkan produktivitas dan 

kesejahteraan pegawai, penghematan biaya, profitabilitas dan kelangsungan proses bisnis 

dalam sebuah krisis (Ahmad et al., 2022). Dengan demikian, Kinerja organisasi tetap 

menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan FWS. Kinerja organisas dapat dipahami 

https://www.beacukai.go.id/berita/peresmian-activity-based-workplace-bedelew-.html
https://satu.kemenkeu.go.id/home
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sebagai seluruh hasil kerja organisasi yang dicapai melalui program dan kegiatan yang 

diselenggarakan dengan memanfaatkan beberapa sumber daya dalam periode tertentu 

(Sembiring, 2012). Menurut Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2014) kinerja 

organisasi merupakan pencapaian hasil kinerja berupa outcome pada level unit analisis 

sebuah organisasi. Callahan dalam Keban (2019) menjelaskan mengenai kinerja 

organisasi yang mencerminkan sejauh apa organisasi telah mencapai hasil saat 

dibandingkan dengan kinerja sebelumnya, kemudian apabila membandingkan dengan 

instansi lain atau yang sering disebut benchmarking, dan sejauh apa organisasi telah 

mencapai tujuan dari target yang telah ditentukan.  

Kinerja Organisasi juga dilihat dari sebagai proses kinerja dan hasil akhir 

penilaian kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada waktu tertentu berdasarkan 

perencanaan pada awal tahun dan orientasi kerja organisasi baik dari segi persepsi 

keuangan maupun persepsi non keuangan (Suryani & FoEh, 2018; Nyathi & 

Kekwaletswe, 2023). 

Dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi menggambarkan hasil kerja yang dapat 

diperoleh oleh suatu organisasi berdasarkan target yang telah ditentukan pada waktu 

tertentu dengan mendayagunakan pelbagai sumber daya yang ada untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi organisasi tersebut. Untuk melihat kinerja organisasi dapat dilakukan 

evaluasi kinerja dengan menetapkan standard atau indikator kinerja tertentu (Pillai & 

Prasad, 2023). Indikator kinerja tersebut disusun berdasarkan kinerja Utama (IKU) atau 

dikenal dengan key performance indicator (KPI). Kinerja organisasi DJBC meliputi 

indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan sasaran strategis (SS) dan Perjanjian Kinerja 

(PK) yang ditetapkan tiap tahun.   

Adapun untuk manajemen kinerja organisasi di DJBC diatur dalam KMK Nomor 

300 Tahun 2022. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja tahunan 

dengan output berupa Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Penilaian akan dilakukan setiap 

akhir tahun dengan melakukan evaluasi kinerja sebagai proses penilaian kinerja 

organisasi yang akan menghasilkan output berupa Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO 

yang diperoleh unit kerja akan menentukan predikat kinerja organisasi. Hal ini tentunya 

juga menjadi cerminan pola distribusi predikat kinerja pegawai Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai. Dengan demikian, upaya menyeimbangkan fleksibilitas kerja dan pencapaian 

target kinerja menjadi fokus penting dalam menjalani pola kerja yang baru ini (Azizah & 

Sri Wahyuningsih, 2020; Burnett et al., 2011) 

Kinerja yang dicapai oleh organisasi diberikan sebuah predikat kinerja organisasi 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 300 Tahun 2022 dengan ketentuan 

sebagaimana tabel 1 berikut. 
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Tabel 1.  

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 

No NKO Predikat 

1 NKO<50 Sangat Kurang 

2 50≤NKO<70 Kurang 

3 70≤NKO<90 Butuh Perbaikan 

4 90≤NKO<100 Baik 

5 NKO>100 Istimewa 

Sumber: diolah peneliti dari KMK 300 Tahun 2022 (2023) 

Namun, pola kerja yang fleksibel ini, memunculkan tantangan baru bagi 

organisasi. Frekuensi kebersamaan sebuah tim pada lokasi dan waktu yang sama akan 

berkurang. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung akan mengendur, sehingga 

menimbulkan kekhawatiran bahwa tugas tidak diselesaikan dengan baik dan 

menyebabkan target kinerja organisasi tidak tercapai.  

Disisi lain, Organisasi DJBC mengemban target kinerja yang tidak mudah, 

mengingat salah satu peran DJBC sebagai revenue collector. Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2022 tentang APBN Tahun 2023 yang dirinci dalam Peraturan Presiden Nomor 

130 Tahun 2022 tentang RAPBN Tahun 2023 membebankan DJBC dengan target 

penerimaan negara tahun 2023 sebesar Rp303,19 Triliun. Penerimaan negara tersebut 

dibagi dalam komponen meliputi bea masuk, cukai, dan bea keluar. Sehubungan dengan 

hal tersebut, diperlukan komitmen kuat dari seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan 

DJBC untuk menyukseskan pencapaian kinerja organisasi berjalan dengan baik dan target 

penerimaan negara dapat terlampaui meskipun terdapat perubahan pola kerja FWS.  

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 

implementasi Fleksibilitas Tempat Kerja (FWS) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

(DJBC) berdampak pada capaian kinerja DJBC. Penelitian ini akan menggali bagaimana 

dampak FWS bagi kinerja organisasi di DJBC dengan menggunakan Indikator kinerja 

Utama. Penelitian ini masih relevan dilakukan karena akan memberikan kontribusi baik 

secara empirik mapun praktik, mengingat konsep dan konteks Fleksibilitas Tempat Kerja 

(FWS) masih relatif baru diterapkan.  

 

Metode  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti sebagai instrumen 

kunci melakukan interaksi dalam satu lingkungan alamiah (natural setting) yang 

memungkinkan berinteraksi terus dengan lingkungannya selama penelitian(Creswell, 

2016). Selain itu, penelitian ini juga mengambil beragam sumber (multiple sources of 

data), yaitu dari wawancara, dokumen-dokumen resmi, literatur terkait dan dokumentasi 

lainnya (Creswell & Creswell, 2018) Data tersebut meliputi laporan kinerja DJBC laporan 
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kinerja DJBC dari rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Adapun data dukung 

lainnya didapatkan dari regulasi berupa peraturan perundangan, kajian yang 

dipublikasikan melalui buku, jurnal dan artikel. Kajian berupa studi literatur tersebut 

sangat membantu dalam menuntun penelitian ini untuk mengambil perspektif atau sudut 

(angle) baru(Creswell & Creswell, 2018).  

Dengan mengambil lokus di DJBC, maka penelitian termasuk pada penelitian 

deskriptif yang dengan karakter menyediakan gambaran yang detail dan sangat akurat 

dan melaporkan latar belakang atau konteks situasi (Neuman, 2014; Sukmadinata, 2011). 

Selain itu, penggunaan metode penelitian kualitatif sudah banyak dikembangkan dan 

dinilai bermanfaat dalam menjelaskan fenomena FWA/FWS atau model baru dalam 

fleksibilitas tempat kerja (Driyantini et al., 2020; Orel & Mayerhoffer, 2021) 

Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini akan menjelaskan secara runtut 

mengenai definisi FWS, lingkup FWS, definisi kinerja organisasi, pengukuran kinerja 

organisasi, implementasi FWS serta dampak FWS bagi kenerja organisasi DJBC. 

Validasi data dilakukan di sepanjang tahapan penelitian karena terkait dengan 

akurasi dan kredibilitas hasil penelitian(Creswell, 2016; Creswell & Creswell, 2018). 

Validasi ini dilakukan melalui beberapa prosedur yaitu melalui triangulasi data, 

mengindari bias dengan melakukan refleksi diri (self-reflection) bagi peneliti dan 

meluangkan waktu yang lama di lapanggan tempat objek penelitian. Hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan pemahaman mendalam, mendetaildan, akurat dan kredibel mengenai 

fenomena yang diteliti(Creswell & Creswell, 2018).  

 

Hasil dan Pembahasan 

DJBC merupakan salah satu instansi yang mendapat kepercayaan target kinerja 

organisasi berupa target penerimaan negara dari Undang-Undang Anggaran Penerimaan 

dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut UU APBN sebagai target yang harus 

dicapai, yaitu target penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. Hal ini dilakukan 

dengan  mencantumkan target mandatory tersebut dalam perjanjian kinerja yang indeks 

capaian IKU berdasar realisasi penerimaan dihitung setiap tahun dan termasuk dalam 

komponen penghitungan NKO. 

Secara struktur, berdasarkan PMK 118/PMK.01/2021 jo. PMK 

141/PMK.01/2022 dan Kepdirjen Nomor 1 Tahun 2022, DJBC memiliki Tiga belas (13) 

Unit Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat. DJBC memiliki Unit Vertikal meliputi Dua 

puluh (20) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang tersebar di beberapa 

provinsi, Tiga Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU Bea dan Cukai), yang 

terletak di Pelabuhan udara dan laut seperti di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, 

KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam; dan KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. 

Selain itu, DJBC juga memiliki 104  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

(KPPBC) dengan berbagai Tipe, serta Unit Pelaksana Teknis DJBC. Dengan demikian 

terlihat organisasi DJBC cukup besar dan tersebar di berbagai penjuru Nusantara.  
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Pada aspek Sumber Daya Manusia, berdasarkan Laporan Kinerja 2022 tercatat, 

DJBC memiliki total pegawai sebanyak 16.145 orang. Jika dilihat berdasarkan indikator 

kualifikasi pendidikan maka pegawai DJBC terbanyak lulusan Diploma 1/D1 yaitu 

sejumlah 5.354 orang (33,16%), menyusul secara berurutan lulusan Strata 1/Diploma IV 

(S1/D IV) dengan sejumlah 4.839 pegawai (29,98%), lulusan Diploma 3/D III dengan 

jumlah 3.592 pegawai (22,25%), 1.545 pegawai dengan tingkat pendidikan S2 (9,57%), 

791 pegawai dengan tingkat pendidikan SMA (4,90%), 16 pegawai lulusan S3 (0,10%),  

serta 8 pegawai dengan tingkat pendidikan SMP (0,05%). 

Berdasarkan KMK 223 Tahun 2020 terdapat Kriteria pekerjaan yang masuk 

dalam kategori prioritas dalam pelaksanaan FWS yaitu bagi pegawai yang melaksanakan 

tugas dan fungsi terkait dengan beberapa kondisi. Pertama, Pegawai yang memiliki tugas 

terkait perumusan kebijakan atau rekomendasi kebijakan. Kedua, Pegawai dengan 

pekerjaan yang tidak berhubungan secara langsung/tatap muka dengan pengguna layanan 

baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan. Ketiga, pegawai dengan 

pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas daring (online). Dengan 

demikian, tidak semua pegawai DJBC melakukan FWS dengan bentuk yang sama. Untuk 

pegawai DJBC yang tidak masuk dalam kriteria prioritas tersebut seperti pegawai yang 

bertugas di sentra layanan utama kehadirannya fisiknya tidak dapat digantikan. Namun, 

meski mereka harus hadir di tempat kerja ada beberap hal yang dapat dikecualikan seperti  

kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai dan keluarga, lokasi tempat tinggal 

dan/atau kantor pegawai, serta riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi 

positif COVID-19.  

Dalam melaksanakan pekerjaan dalam skema FWS, pegawai DJBC dibantu oleh 

SPBE untuk internal administrasi misalnya melalui https://satu.kemenkeu.go.id/home. 

Pada aplikasi ini memiliki fitur “My Task” yang akan mengarahkan pada Office 

Automation Kementerian Keuangan. Aplikasi ini dibuat khusus bagi internal pegawai 

Kementerian Keuangan dengan menggunakan akun Single Sign On (SSO) Kementerian 

Keuangan. Setiap pejabat dan pegawai wajib melaporkan pekerjaan yang dilaksanakan 

setiap hari pada hari yang bersangkutan setelah pelaksanaan pekerjaan melalui fitur My 

Task tersebut. Atasan langsung wajib memvalidasi (menyetujui/menolak) setiap tugas 

yang dilakukan bawahannya melalui fitur Tugas Bawahan. Selain itu terdapat beberapa 

aplikasi mobile layanan publik yang dikelola DJBC seperti Ceisa yang merupakan 

singkatan dari Costums-Excise Information System and Automation. Ceisa dikembangkan 

sebagai  Aplikasi yang dapat memberikan kemudahan dalam layanan bea cukai dengan 

fitur pelacakan, status barang kiriman, kalkulator bea masuk dan pajak impor serta 

pengecekan kurs. Aplikasi Ceisa terus diperbaharui, saat ini aplikasi Ceisa sudah tersedia 

dengan versi Ceisa 4.0. 

Dalam usaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pandemi COVID-19 

mengharuskan masyarakat Indonesia untuk membatasi mobilitas, termasuk pegawai 

DJBC. Di sisi lain, perekonomian negara juga sedang dalam posisi yang tidak stabil 

https://satu.kemenkeu.go.id/home
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sebagai implikasi dari fenomena pandemi COVID-19 yang telah mengganggu aktivitas 

ekonomi global. Respon kebijakan keuangan negara dan kebijakan fiskal diperlukan 

untuk menghadapi risiko pandemi COVID-19 ini. Respon yang dimaksud terwujud 

melalui penyusunan strategi-strategi dalam mengantisipasi dampak COVID-19 serta 

melakukan langkah-langkah recovery pada aspek pengelolaan fiskal dan perekonomian 

nasional.  

Untuk itu, pada tahun 2020 sewaktu awal pandemi COVID-19 melanda dan DJBC 

mulai mengimplementasikan pola kerja baru dengan fleksibilitas tempat kerja. DJBC 

menerapkan tiga bentuk FWS, yaitu Ruang Kerja Bersama berdasarkan konsep activity-

based workplace, Work from Home (WFH) dan Work from Homebase (WFHb), serta 

tempat lain di luar kantor dengan fasilitas pendukung. Seiring dengan itu, target 

penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai tahun 2020 mengalami dua kali perubahan. 

Awalnya, target penerimaan kepabeanan dan cukai pada APBN Tahun 2020 ditetapkan 

sebesar Rp223,13 Triliun. Namun, sebagai bentuk respon terhadap Pandemi Covid 19, 

target penerimaan kepabeanan dan cukai pada APBN Tahun 2020 disesuaikan menjadi 

Rp205,65 Triliun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian target dan capaian ini tercermin dalam 

adendum pada perjanjian kinerja. 

Adapun target dan realisasi penerimaan negara dalam sektor kepabeanan dan 

cukai berupa Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar pada periode tahun 2018 s.d. 2022 

disajikan dalam grafik sebagaimana dapat dilihat pada grafik1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar  

Tahun 2018 s.d. 2022 

Sumber: diolah peneliti dari laporan Kinerja DJBC 2018 s.d. 2022 (2023) 

Grafik di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 masa dimulainya 

implementasi FWS di DJBC yaitu dengan pola kerja WFH, penerimaan negara baik Bea 

Masuk, Cukai, maupun Bea Keluar, ketiga indikator tersebut mencapai target dan bahkan 

35,7 38,9
31,8 33,2

42,34

39,09 37,53

32,35
38,89

51,08

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

P e n e r i m a a n  Be a  
M a s u k

Target Realisasi
(dalam Triliun )Rupiah) 

155,4 165,5 172,2 180
220

159,58
172,42

176,31
195,52

226,88

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

P e n e r i m a a n  C u k a i

Target Realisasi
(dalam Triliun Rupiah) 

3 4,42 1,65 1,79

36,696,76 3,53 4,28

34,57

39,82

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

P e n e r i m a a n  Be a  
Ke l u a r

Target Realisasi
(dalam Triliun Rupiah) 



Spirit Publik Volume 18, Nomor 2, 2023, Halaman 203-218 
  P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875 

URL : https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/79096 
DOI : https://doi.org/10.20961/sp.v18i2.79096 

 
 

211 
 

melebihi target tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 terus mengalami 

peningkatan baik target maupun realisasi.  

Sementara itu, total penerimaan negara di bidang kepabaeanan dan cukai apabila 

dibandingkan antara target dan realisasi setiap tahun pada periode tahun 2018 s.d. 2022 

juga terlihat melampaui target. Hal ini tersaji pada grafik di grafik 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2. Total Penerimaan Negara Sektor Kepabeanan dan Cukai Tahun 2018 

s.d. 2022 

Sumber: diolah peneliti dari laporan Kinerja DJBC 2018 s.d. 2022 (2023) 

 

Jika melihat pada Grafik 3 tersebut, maka rincian dari target dan realisasi bea 

masuk, cukai, dan bea keluar termasuk persentase capaian dan pertumbuhan (y-o-y) dari 

tahun sebelumnya disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2.  Target dan Realisasi IKU Tahun 2018 s.d. 2022 

Jenis 

Penerimaan 

2018 2019 2020 2021 2022 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 

Capaian 
Target Realisasi 

% 

Capaian 

Bea Masuk 35,7 39,09 109,49% 38,9 37,53 96,28% 31,8 32,35 101,62% 33,2 38,89 117,23% 42,34 51,08 120,64% 

Cukai 155,4 159,58 102,69% 165,5 172,42 104,18% 172,2 176,31 102,39% 180 195,52 108,62% 220 226,88 103,13% 

Bea Keluar 3 6,76 225,33% 4,42 3,53 79,76% 1,65 4,28 258,85% 1,79 34,57 1933,7% 36,69 39,82 108,53% 

Total 194,1 205,44 105,84% 208,82 213,48 102,19% 205,65 212,94 103,53% 214,99 268,98 125,13% 299,03 317,78 106,27% 

Pertumbuhan/ 

Growth (y-o-

y) 

 6,72%   3,91%   -0,25%   26,32%   18,04%  

Sumber: Diolah peneliti dari Laporan Kinerja DJBC 2018 s.d. 2022 (2023)  

Dari data di atas dapat dilihat bahwa, sepanjang tahun 2020, DJBC memberikan 

kontribusi pada penerimaan negara sebesar Rp212,94 Triliun dengan persentase capaian 

103,53%. Capaian ini menunjukkan surplus sebanyak Rp7,25 Triliun dari target yang 

ditetapkan Perpres 72 tahun 2020.  

Secara year-on-year (y-o-y) pertumbuhan realisasi penerimaan negara di sektor 

kepabeanan dan cukai tahun 2020 terlihat mengalami penurunan 0,25% dibandingkan 

dengan realisasi pada tahun 2019. Namun demikian, realisasi penerimaan bea keluar dan 
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cukai menunjukkan angka positif sehingga penurunan penerimaan DJBC secara 

keseluruhan tidak terlalu dalam yaitu sebesar Rp540 Miliar atau 0,25%. 

Target penerimaan pada kepabenan dan cuka merupakan bagian dari Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang perlu dipenuhi oleh DJBC, meskipun pada tahun 2018 s.d. 

2022 terus mengalami perubahan pada beberapa indikator. Penyesuaian ini dilakukan 

seiring dengan perubahan visi misi Presiden, Kementerian Keuangan, maupun Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai, program prioritas pemerintah, rencana strategis organisasi, 

rencana kerja dan anggaran. Hal ini kemudian dijabarkan dalam peta strategi, sasaran 

strategis, dan Indikator Kinerja Utama dalam sebuah Perjanjian Kinerja tahunan. Target 

yang ditetapkan setiap tahun juga telah diperhitungkan dari segala aspek dan diusahakan 

selalu meningkat dari tahun ke tahun sehingga target yang dapat disebut berkualitas 

adalah target yang semakin menantang.  

Setiap IKU dilengkapi oleh Manual IKU, yaitu penjelasan mengenai variabel 

yang masuk dalam perhitungan IKU dan rumus untuk menghitung realisasi IKU, dimana 

Manual IKU setiap tahun dapat terjadi perubahan meski nama IKU sama. Dari jumlah 

IKU yang berkisar antara 21 (dua puluh satu) s.d. 25 (dua puluh lima) IKU, terdapat 12 

(dua belas) nama IKU yang sama atau selalu ada setiap tahun selama 5 (lima) tahun 

terakhir ini sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.  



Spirit Publik Volume 18, Nomor 2, 2023, Halaman 203-218 
  P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875 

URL : https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/79096 
DOI : https://doi.org/10.20961/sp.v18i2.79096 

 
 

213 
 

Tabel 1 Target dan Realisasi IKU Tahun 2018 s.d. 2022 

No Nama IKU 
2018 2019 2020 2021 2022 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 
Persentase realisasi penerimaan 

kepabeanan dan cukai 
100% 105,80% 100% 102,19% 100% 103,53% 100% 125,13% 100% 106,27% 

2 
Indeks kepuasan pengguna layanan 

kepabeanan dan cukai 
4,34 4,2 4,34 4,61 4 4,62 4,6 4,49 4,55 4,54 

3 
Rasio neraca ekspor impor perusahaan 

penerima fasilitas kepabeanan 
2,4 2,98 2,6 3,51 2,8 3,93 3 3,93 3,1 4,18 

4 
Persentase kepatuhan atas peraturan 

kepabeanan dan cukai 
80% 97,27% 80% 93,78% 80% 94,76% 81% 95,74% 82% 95,57% 

5 
Persentase kualitas pelaksanaan 

anggaran 
95% 97,28% 95% 101,17% 95% 98,54% 95,50% 96% 95,51% 97% 

6 

Persentase hasil penyidikan yang 

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan 

(P21) 

70% 93,67% 70% 86,21% 70% 87,99% 71% 98,37% 72% 96% 

7 
Persentase kemenangan sengketa 

banding di Pengadilan Pajak 
38% 41,17% 38% 42,14% 38% 40,89% 39% 50,83% 40% 64,03% 

8 
Persentase keberhasilan pengawasan 

peredaran Barang Kena Cukai Ilegal 
70% 91,78% 75% 92,53% 79% 98,85% 82% 99,51% 84% 102,26% 

9 

Indeks (2018-2019)/ Persentase (2020-

2022) efektivitas audit kepabeanan dan 

cukai 

4,25 4,81 4,25 4,98 75% 92,07% 76% 96,46% 81% 97,78% 

10 Tingkat downtime sistem TIK 0,35% 0,02% 0,10% 0,03% 0,10% 0,02% 0,10% 0,07% 0,10% 0,03% 

11 
Persentase penyelesaian program IS 

RBTK  
92% 92% 80% 82% 85% 94,71% 87,50% 98,36% 92% 97,98% 

12 
Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap 

kriteria ZI WBK 
100 108,27 100 113,86 100 114,48 100 108,04 100 115,34 

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2018 s.d. 2022 telah diolah kembali oleh penulis (2023) 



Spirit Publik Volume 18, Nomor 2, 2023, Halaman 203-218 
  P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875 

URL : https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/79096 
DOI : https://doi.org/10.20961/sp.v18i2.79096 

 
 

214 
 

Dari tabel 3 di atas, semakin terlihat bahwa sebelum pandemi Covid-19 dan 

sesudah pandemi Covid-19 dalam rentang 2018-2020, pencapaian IKU DJBC terutama 

dalam 12 (dua belas) nama IKU yang sama memiliki kecenderungan naik. Dengan 

demikian tidak terlihat penurunan pencapaian IKU meskimulai tahun 2020 DJBC sudah 

melaksanakan FWS.  

Selain itu, menariknya salah satu IKU yang selalu ada selama tahun 2018 s.d. 

2022 sebagai IKU Cascading Peta yaitu IKU yang diturunkan dari pemilik Peta Strategi 

adalah “Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas (ZI) menuju 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)”. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM 

merupakan langkah kecil dalam menerapkan reformasi birokrasi di satuan kerja. Predikat 

WBK/WBBM yang bisa tercapai berdasar beberapa parameter dan instrumen dari 

Kementerian PAN RB tersebut adalah untuk menciptakan budaya kerja birokrasi yang 

bebas dari korupsi, memiliki kinerja yang tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas. 

Predikat ini disematkan pada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar syarat 

manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan 

pengawasan, penataan sistem manajemen SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan 

public yang khusus untuk WBBM.  

Sepanjang tahun 2018 s.d. 2022 hingga saat ini pun DJBC terus berusaha 

mewujudkan misi agar semua satuan kerja di bawah DJBC mendapat predikat 

WBK/WBBM. Berikut data jumlah satuan kerja yang telah mendapat predikat 

WBK/WBBM selama tahun 2018 s.d. 2020. 

Tabel 4.  Target dan Realisasi IKU Tahun 2018 s.d. 2022 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Target satker  10 25 37 47 14 

Satker yang diusulkan ke Kementerian 13 46 72 69 49 

Predikat WBK Kementerian 13 44 58 45 23 

Predikat WBBM Kementerian - - 6 9 23 

Predikat WBK Nasional 6 26 36 41 23 

Predikat WBBM Nasional - - 5 9 23 

Sumber: diolah peneliti  dari laporan Kinerja DJBC 2018-2022 (2023) 

Secara umum, dari tahun ke tahun indeks capaian IKU Kemenkeu-One DJBC 

mayoritas berstatus hijau dan terdapat 1 (satu) IKU berstatus kuning kecuali pada tahun 

2020. Satu IKU berstatus kuning pada tahun 2018, 2020, dan 2021 yaitu IKU Indeks 

Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang hasilnya diperoleh dari survei 

yang dilakukan oleh tim eksternal, dengan realisasi kurang dari target yang ditetapkan 

pada dokumen Perjanjian Kinerja. Namun demikian realisasi ini lebih tinggi dari hasil 

survei nilai agregat yang diperoleh Kementerian Keuangan serta di atas target pada 

Rencana Strategis DJBC baik tahun 2015-2019 maupun periode tahun 2020-2024 yaitu 

4,05 (skala 5). 
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Pencapaian target IKU merupakan bagian dari evaluasi kinerja organisasi yang 

dihitung dalam skema NKO. Kinerja DJBC Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, 

dapat dilihat berdasarkan data yang didapatkan pada Laporan kinerja DJBC sebagaimana 

pada tabel 5 berikut.  

Tabel  5.  

Nilai Kinerja Organisasi dan Capaian IKU Tahun 2018 s.d. 2022 

Tahun NKO Predikat Capaian IKU 

2018 110,21 Istimewa 24 IKU status hijau 1 IKU status 

kuning 

2019 110,06 Istimewa 21 IKU status hijau 1 IKU status 

kuning 

2020 114,74 Istimewa 25 IKU status hijau  

2021 114,07 Istimewa 20 IKU status hijau 1 IKU status 

kuning 

2022 112,04 Istimewa 23 IKU status hijau 1 IKU status 

kuning 

Sumber: diolah peneliti (2023) 

Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan setiap akhir tahun, sebagian 

besar IKU DJBC tahun 2018 s.d. 2022 telah memenuhi ekspektasi dengan capaian Nilai 

Kinerja Organisasi (NKO) selalu melebihi 100 yang berarti predikat kinerja organisasi 

DJBC mendapat predikat istimewa sehingga dapat dikatakan kinerja organisasi selama 

tahun 2018 s.d. 2022 telah tercapai dengan baik jika ditinjau dari target yang telah 

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja setiap tahun.  

Pada laporan kinerja tahun 2020 disebutkan  mengenai rencana aksi untuk tahun 

2021 antara lain dengan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi penerimaan oleh 

Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPBC, menyusun distribusi target penerimaan 

DJBC tahun 2021, melakukan asistensi penerimaan ke satker-satker utama cukai dan bea 

masuk, dan melakukan monitoring penerimaan Cukai Hasil Tembakau setiap bulan. 

Keseluruhan strategi ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pegawai DJBC 

untuk menghasilkan kinerja organisasi yang optimal didukung dengan koordinasi dan 

kerja sama yang solid antar satuan kerja mulai dari KPPBC, Kantor Wilayah, hingga 

Kantor Pusat. 

 

Penutup  

Penelitian ini dapat menyimpulkan tiga hal. Pertama, perubahan pola kerja dengan 

melaksanakan Fleksibilitas tempat kerja atau FWS tidak membawa dampak pada 

penurunan kinerja organisasi. Kinerja organisasi terlihat stabil, bahkan cenderung 

meningkat. Kedua, pencapaian predikat istimewa, yang merupakan predikat tertinggi 

dalam penilaian hasil kinerja (NKO) menunjukkan bahwa kebijakan fleksibilitas tempat 
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kerja dapat diterima oleh pegawai dan mendorong mereka untuk bekerja tidak lebih buruk 

dari sebelumnya. Ketiga, dengan diberlakukannya fleksibilitas di tempat kerja, 

memungkinkan untuk menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang mendukung 

kolaborasi, inovasi, dan produktivitas. Hal ini tentunya juga berkorelasi positif pada 

pencapaian target kinerja organisasi.  

Dengan demikian, penelitian ini dapat merekomendasikan tiga hal. Pertama, 

pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan fungsi organisasi melalui e-government 

yaitu misalnya SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dapat membantu 

pencapaian kinerja organisasi, terutama di saat adanya kondisi yang membatasi mobilitas 

pegawai. Kedua, penguatan kolaborasi antar satuan kerja. Belajar dari pengalaman DJBC 

dimana kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPBC terus melakukan komunikasi, diskusi 

rutin. Pada forum ini dapat dilakukan berbagi pengalaman dan strategi terbaik.  Selain itu 

juga. Ketiga, adanya perhatian dan asistensi pada satker-satker lain di 

kementerian/Lembaga yang memiliki determinan faktor untuk berkontribusi pada 

penerimaan negara. Satker-satker tersebut perlu dilibatkan mulai dari proses perencenana 

hingga evaluasi pelaksanaan.  
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